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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

Sebagai penutup dari uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat 

disimpukan bahwa : 

1. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku daur ulang masker di astana anyar 

dan bojongkoneng dalam menjual, memproduksi serta mendaur ulang 

masker dapat dipidana dengan Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum 

Pidana tentang penipuan, Pasal 255 Kitab Undang-undang Hukum Pidana 

tentang pemalsuan, Pasal 196 jo pasal 98 ayat (2) Undang-undang Nomor 

36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Pasal 106 Jo Pasal 24 ayat (1) 

Undang-undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan. Kasus daur 

ulang masker ini banyak masyarakat serta pihak-pihak lain yang dirugikan. 

Tindakan pelaku daur ulang masker ini adalah kelakuan manusia yang 

melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. 

Maka dari itu hukum pidana memiliki suatu tujuan hukum pidana untuk 

melindungi kepentingan orang, hak asasi manusia dan masyarakat. Hukum 

pidana di Indonesia berfalsafah Pancasila yang mampu membawa 

kepentingan yang adil bagi seluruh warga negara. Dengan demikian hukum 

pidana di Indonesia adalah untuk mengayomi seluruh rakyat Indonesia.
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2. Upaya hukum perkara pidana terkhusus kasus daur ulang masker ialah suatu 

usaha setiap pribadi atau badan hukum yang merasa dirugikan haknya atau 

atas kepentingannya untuk memperoleh keadilan dan perlindungan atau 

kepastian hukum, menurut cara-cara yang ditetapkan dalam undang-

undang, yang isinya menunjukkan peristiwa pidana yang disertai dengan 

ancaman hukuman pada penyelenggaranya banyak sekali korban atau 

masyarakat yang dirugikan oleh perbuatan pelaku daur ulang masker, akibat 

kerugian yang dirasakan masyarakat maka pihak yang dirugikan dapat 

memperoleh keadilan dan perlindungan serta kepastian hukum dengan cara 

melaporkan kepada aparat setempat ataupun kepada pihak kepolisian guna 

menjerat pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.  

 

B. Saran  

1. Kasus masker yang terjadi di Indonesia ini dirasa menjadi hal atau perbuatan 

yang sangatlah meresahkan bahkan merugikan masyarakat banyak, maka 

dalam penegakannya harusnya ditindak dengan lebih tegas serta aturan yang 

dipergunakan harus lebih diperjelas terkait masker ini guna efek jera bagi 

pelaku daur ulang masker itu sendiri, aturan yang mengatur daur ulang 

masker ini belumlah dirasa tepat menurut hemat penulis, karena penjelasan 

dalam peraturannya belum menjelaskan secara jelas terkait masker, Saya 

harap pemerintah segera membuat aturan terkait daur ulang masker ini guna 

menjaga kesehatan masyarakat dan terciptanya keadilan yang seadil-

adilnya.  
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2. Terkhusus bagi masyarakat lebih menjaga kesehatan pribadi dan kesehatan 

keluarga, serta lebih selektif dalam penggunaan masker, serta mampu 

membedakan masker asli dan daur ulang masker, semoga dengan terjaganya 

kesehatan pribadi dan keluarga menjadi hal yang baik bagi kehidupan 

bermasyarakat.  
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